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1. Nama   :   Biro Hukum  Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat 
 
 
 
2. Tugas Pokok : “Menyelenggarakan  perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi di bidang penyusunan peraturan 

    perundang-undangan, dokumentasi, bantuan hukum dan HAM, pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah Kabupaten/Kota.” 

 

Fungsi : a.   Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum peraturan perundang-undangan, dokumentasi, bantuan hukum dan HAM, pembinaan dan   

pengawasan  produk hukum daerah   Kabupaten/kota  

b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi, bantuan hukum dan HAM, pembinaan dan   

pengawasan  produk hukum daerah   Kabupaten/Kota  

c. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi, bantuan hukum dan HAM, pembinaan dan   

pengawasan  produk hukum daerah   Kabupaten/Kota 

 

 

 



3. Indikator Kinerja Utama 

 

                                  KEPALA BIRO HUKUM 
     

dto 
 

                                       EZEDDIN ZAIN, S.H., M.E. 
                           Pembina Tk. I 
                                                                                                                               NIP. 19741031 199803 1 004 

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA FORMULA/SUMBER DATA 

1 2 3 4 

1. Meningkatnya Produk Hukum Daerah Yang 
Berkualitas 

1.  Jumlah produk hukum daerah yang 
diimplementasikan 

 
 
 

 

Realiasi jumlah produk hukum daerah yang sesuai PUU dan  
tidak bertentangan dengan kepentingan umum       X 100 
Target jumlah produk hukum daerah yang sesuai PUU dan tidak bertentangan 
dengan kepentingan umum 
 
 

2. Meningkatnya perlindungan hukum yang efektif 1. Jumlah penanganan perkara 
2. Jumlah bantuan advokasi hukum yang 

disalurkan 
3. Jumlah penghargaan RANHAM 

 

Jumlah perkara sengketa hukum yang diselesaikan    X 100 
Target  jumlah perkara hukum yang ditetapkan   
 
Jumlah masyarakat miskin yang mendapat pendanaan bantuan hukum   X 100 
Jumlah masalah hukum bagi masyarakat miskin yang diajukan oleh OBH untuk 
mendapatkan bantuan hukum 
 
 

3. Meningkatnya tata kelola organisasi 1. Persentase capaian realisasi fisik pelaksanaan 
program/kegiatan 

2. Persentase capaian realisasi keuangan 
pelaksanaan program/kegiatan 

3. Nilai akuntabilitas kinerja 

 
 


